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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berikut ini adalah kesimpulan yang diambil, sebagaimana dijelaskan 

dalam rumusan pertanyaan di atas dan jawaban analisis.  

1. Perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan cukup baik. 

Pelaksanaannya adalah menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi 

bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk 

program-program yang menjadi kewenangan  Kabupaten Lombok Barat 

seperti TASA, PKSA dan LKSA. Anda dapat menggunakan hak-hak 

mereka dan memastikan kesejahteraan mereka.  

2. Hambatan kesejahteraan sosial dalam penanganan anak terlantar  di  

Lombok Barat meliputi  faktor internal dan eksternal sebagai berikut:  

a. Kendala internal disebabkan oleh kurangnya efisiensi waktu, dan selalu 

terjadi kesalahpahaman di antara pekerja sosial, sehingga anak-anak 

langsung ke LKSA dan disebabkan oleh peningkatan kasus kriminal, 

termasuk anak terlantar. Kendala eksternal pada tahun  

b. Masih adanya masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lombok Barat 

dan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait peraturan daerah yang melaksanakan 

perlindungan perempuan dan anak relatif tinggi dan rendah. 
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B. Saran 

Saran-saran berikut dapat disampaikan sebagai penjelasan dari 

kesimpulan yang ditarik.  

1. Kualitas dan kuantitas tenaga kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan 

sosial bagi anak khususnya anak terlantar perlu terus ditingkatkan, 

kesejahteraan sosial secara tradisional bersama Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI).Sehubungan dengan penanganan dengan terlantar anak 

dengan kesejahteraan sosial untuk terus meningkatkan koordinasi dengan 

desa.  

2. Masalah anak terlantar di kabupaten Lombok Barat lebih kepada lembaga 

kesejahteraan sosial yang  menangani anak terlantar, terutama anak terlantar 

yang menjadi korban kekerasan dan kriminalitas di bawah umur, perlu 

bekerja secara jelas dan konkrit untuk memiliki kewenangan. 
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